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PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI 
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG 
PENDIDIKAN KEDOKTERAN
I. Pendahuluan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Drg. Hj. Hasnah Syams, Mars dan 23 Anggota Dewan Fraksi Nasdem melalui surat tanggal 31 Januari 2020 meminta Badan Legislasi untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran. Permintaan tersebut sesuai dengan tugas Badan Legislasi DPR yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 105 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juncto Pasal 65 huruf c Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, juncto Pasal 22 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.
Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran merupakan RUU inisiatif yang diajukan oleh Anggota telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) TATIB DPR serta Pasal 10 Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran telah memenuhi syarat untuk diajukan, karena RUU tersebut termasuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 nomor urut 32 dengan judul RUU tentang Pendidikan Kedokteran. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.    

II. Hasil Kajian

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Legislasi DPR RI selanjutnya melakukan kajian atas RUU tentang Pendidikan Kedokteran, yang meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
A.  Aspek Teknik 

Berdasarkan aspek teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran masih memerlukan penyempurnaan, yakni sebagai berikut:
1. Ketentuan umum nomor  1 (satu) perlu diperbaiki dengan mengganti kata “merupakan” dengan kata “adalah”.
2. Ketentuan umum nomor 14 perlu diperbaiki redaksionalnya  sehingga menjadi: Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan/atau keahliannya mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

3. Ketentuan Umum nomor 22 perlu diperbaiki dengan menambahkan kata “Indonesia” setelah kata “Pendidikan” sehingga menjadi: Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia adalah asosiasi rumah sakit yang beranggotakan seluruh rumah sakit pendidikan di Indonesia.
4. Ketentuan umum nomor 27 perlu menambahkan kata “tinggi” setelah kata “pendidikan”.

5. Pasal 5 ayat (1) frasa “fakultas kedokteran” dan frasa “fakultas kedokteran gigi” seharusnya diawali dengan huruf besar karena didefinisikan dalam Ketentuan Umum. Pasal 5 ayat (3) frasa “pendidikan kedokteran” se seharusnya diawali dengan huruf besar karena didefinisikan dalam Ketentuan Umum.
6. Pasal 7 ayat (3) huruf a: Frasa “Tenaga Pendidik” tidak ada dalam definisi  di Ketentuan Umum, sebaiknya diganti dengan kata “Dosen”.
11. Pasal 8 ayat (1) huruf a: frasa “Tenaga Pendidik” tidak perlu menggunakan huruf besar di awal kata, karena tidak didefinisikan dalam Ketentuan Umum.
Pasal 8 ayat (5): frasa “fakultas kedokteran” dan “fakultas kedokteran gigi” seharusnya diawali dengan huruf besar karena didefinisikan dalam Ketentuan Umum.

7. Pasal 13 ayat (7) seharusnya ada frasa "dan" untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

8. Pasal 15 ayat (4) frasa "yang" pada kalimat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dan frasa "oleh" sebaiknya diganti "dengan". Sehingga ayat tersebut berbunyi: Akses terhadap sistem informasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Pasal 22 ayat (3) tidak tepat ditempatkan di bagian Ijazah dan Sumpah Dokter, sebaiknya diatur di norma terkait internsip.
10. Bagian ketujuh pasal 23 dan bagian kedelapan pasal 24 sebaiknya ditukar posisinya, bagian tentang  internsip diletakkan sebelum bagian sertifikat kompetensi, karena internsip merupakan bagian dari pendidikan kedoktran yang dilakukan sebelum kelulusan dan mengambil sertifikat kompetensi.
11. Pasal 30 sertifikat kompetensi perlu ditambahkan dokter spesialis, supaya tidak rancu dengan sertifikat dokter di pasal 23.
12. Pasal 38 ayat (2) setelah frase: Pemerintah dan Pemerintah Daerah kata “dapat” sebaiknya dihapus.
13. Frasa-frasa yg diatur dalam Ketentuan Umum seharusnya diawali dengan huruf besar, hal ini tersebar di hampir semua pasal.
14. Beberapa penggunaan huruf besar yang tidak tepat pada Pasal 46 perlu disesuaikan.
15. Tabulasi pada Pasal 47 tidak perlu menggunakan huruf kapital.
16. Pasal 50 ayat (2) perlu ditambahkan frasa dan/atau. Serta pada ayat (3) penggunaan huruf besar untuk Konsil Kedokteran karena diatur dalam Ketentuan Umum.
17. Pasal 51 ayat (2) pada huruf a, b, c, d, e di antara kalimat huruf d dan kalimat huruf e kata “dan” perlu diganti dengan kata “atau”. Jika tidak maka bentuk partisipasi itu bersifat kumulatif padahal partisipasi itu pada dasarnya boleh dilakukan dalam bentuk salah satu diantara yang ditentukan.

18. Pasal 53 ayat (1) frase “dokter gigi” diawali dengan huruf kapital.

19. Pasal 58 ayat (1) terdapat dua kata “Pasal”, seharusnya cukup satu.

B.  Aspek Substansi
1. Konsideran menimbang huruf c perlu dimasukan pertimbangan sosiologis terkait dengan sumber daya manusia di bidang  kedokteran harus dapat memenuhi tujuan dari kerangka system kesehatan nasional sebagai bagian dari sistem ketahanan nasional.
2. Ketentuan umum nomor 3 dan nomor 4 perlu diperbaiki sehingga ada kejelasan rumusan bahwa fakultas merupakan bagian dari perguruan tinggi.
3. Ketentuan umum nomor 13 definisi dari Dosen Klinis hanya menyebutkan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Apakah dokter umum tidak dapat menjadi Dosen Klinis?
4. Pasal 6 ayat (1), apa yang dimaksud dengan rumah sakit pendidikan utama? Perlu dimasukkan ke dalam penjelasan pasal terkait rumah sakit pendidikan utama.
5. Pasal 6 ayat (4), perlu disinkronkan dengan PP No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan dimana diatur bahwa Rumah Sakit Pendidikan utama hanya dapat bekerjasama dengan 1 (satu) Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi.
6. Pasal 6 ayat (5), frasa “rumah sakit pendidikan jejaring” perlu diperbaiki menjadi “jejaring rumah sakit pendidikan”. Perlu disinkronkan dengan PP No.93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan dimana penetapan jejaring rumah sakit pendidikan bukan oleh menteri, cukup hanya berdasarkan perjanjian kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi, pimpinan rumah sakit pendidikan utama, dan pimpinan jejaring rumah sakit pendidikan.
7. Pasal 9 ayat (2): perlu kejelasan rumusan terkait siapakah yang seharusnya memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada Dosen. Perlu kejelasan apa yang dimaksud dengan “badan penyelenggara”?
Pasal 9 ayat (3): perlu kejelasan rumusan terkait siapakah yang seharusnya memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada Dosen Klinis.
8. Bagaimana pengaturan terkait DLP?
9. Untuk mencegah terjadinya kapitalisme pada pendidikan kedokteran karena tingginya biaya pendidikan kedokteran, bagaimana pengaturannya dalam RUU ini?
10. Perlu lebih jelas dan tegas mengenai standarisasi kurikulum yang belum tampak diatur dalam draf RUU ini. Dapatkah standarisasi kurikulum mencegah disparitas akreditasi pendidikan kedokteran di berbagai daerah?
11. Bagaimana upaya pengaturan terkait kurikulum sehingga orientasi para dokter tidak komersial?
12. Bagaimana pengaturan dalam RUU untuk mengantisipasi liberalisasi pendidikan?
13. Perlu pengaturan terkait pendidikan kedokteran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pertahanan nasional dan sistem kesehatan nasional serta pemenuhan hak warga negara atas pelayanan kesehatan. 
14. Pasal 25 terkait penyelenggaraan prodi spesialis belum diatur siapakah yg berwenang memberikan ijin pembukaan prodi spesialis.
15. Terkait Pasal 26 ayat (8), adakah koordinasi antara Konsil Kedokteran dengan pemerintah daerah yang mengalami ketimpangan atas sebaran dokter spesialis dan dokter gigi spesialis?

16. Terkait Pasal 40, perlu dirumuskan penjelasan untuk frasa "secara periodik" sehingga terdapat kejelasan setiap berapa tahun sekali Menteri menetapkan standar satuan biaya Pendidikan Kedokteran.
17. Terkait Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), jika dipandang perlu ada sanksi administratif maka perlu dirumuskan ulang, karena sasaran yang dikenai sanksi tidak jelas.

18. Pasal 58 ayat (1) terdapat beberapa pasal yang tidak tepat dikenakan sanksi administratif sehingga perlu dihapus yakni Pasal 26 ayat (4), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2). 

C.  Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

RUU ini secara garis besar telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan kajian tersebut di atas RUU ini masih perlu penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Hal ini agar sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.
III. Penutup 

Demikian kajian tim ahli Badan Legislasi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Tentunya kajian ini masih memerlukan penyempurnaan/perbaikan dari Anggota Badan Legislasi. 
Jakarta, Februari 2020
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